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ABSTRAK

: KADINDA KUMALA INama

:02091001058NIM

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganjura 
(Uitlokker) Orang Lain Melakukan Pembunuhan Berencana

Tindak pidana pembunuhan berencana, seringkali melibatkan beberapa orang dalam 
melakukannya. Skripsi ini membahas Pertanggungjawaban pidana penganjur pada 
tindak pidana pembunuhan berencana sebagai otak kejahatan. Penelitian ini bersifat 
kepustakaan, dimana data primernya diambil dari direktori putusan mahkamah 
agung, dan data sekundernya diambil dari buku-buku yang berkaitan dengan hukum 
pidana yang membahas tentang penyertaan dalam pembunuhan berencana. Hasil 
dari penelitian ini bahwa terdakwa Antasari Azhar dan Dance Arianto Lobo terbukti 
melakukan tindak pidana menganjurkan orang lain melakukan pembunuhan 
berencana, dengan terbuktinya unsur-unsur Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut 
Umum, dan dengan terpenuhinya syarat-syarat uitlokking dalam Pasal 55 ayat (1) 
angka 2.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pidana, Uitlokking, Pembunuhan Berencana.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku pada 

masyarakat dalam suatu sistem negara yang mengadakan dasar-dasar atau 

aturan-aturan untuk menentukan tindakan-tindakan yang tidak dapat dilakukan dan 

dengan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut. Aturan- 

aturan tersebut mengatur tentang tindak pidana terhadap kepentingan umum.1

Adapun tindak pidana dapat berupa pelanggaran atau kejahatan, yang dimaksud 

dengan perbuatan tindak pidana yang dilarang oleh aturan-aturan hukum dan diancam 

dengan hukuman pidana bagi orang yang tidak menaati dan melanggar aturan 

tersebut.2

suatu

Kejahatan yang ada di masyarakat terdiri atas berbagai bentuk dan jenis, hal ini 

secara tegas diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) tentang kejahatan.

Salah satu contoh bentuk kejahatan terhadap tubuh dan nyawa adalah delik 

pembunuhan, yang salah satunya diatur dalam Pasal 340 KUHP yang menyatakan 

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas

nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, 

atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”

, Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Renika Cipta, Jakarta, hlm 2 
-BambangPumomo, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 130.
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Menurut Adami Chazawi, rumusan Pasal 340 KUHP dengan menyebutkan 

tingkah laku sebagai “menghilangkan nyawa” orang lain, menunjukkan bahwa 

kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan 

akibat tertentu (akibat yang dilarang atau akibat konstitutif). Untuk dapat terjadi atau 

timbulnya tindak pidana materil secara sempurna, tidak semata-mata digantungkan 

pada selesainya perbuatan, melainkan dari timbulnya akibat terlarang dari wujud 

perbuatan itu.3

Selanjutnya apabila membaca rumusan tiap pasal pada ketentuan hukum pidana 

misalnya Pasal 340 KUHP, maka orang akan berkesimpulan bahwa dalam tiap tindak 

pidana hanya seorang pelaku yang akan dikenai hukuman pidana atas pelanggaran 

tindak pidana yang telah dibuatnya. Namun dalam prakteknya sering terjadi 

pembunuhan berencana dilakukan lebih dari seorang dimana selain pelaku itu sendiri 

terdapat pula seorang atau beberapa orang yang turut serta sebagai aktor intelektual 

atau agen provokator. 4

unsur

Dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terdapat “unsur 

direncanakan terlebih dahulu”, yang maksudnya adalah antara timbulnya maksud 

untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat untuk

? Adarrn Chazawi, 2010, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan 
Hukum dalam Penyimpangan Praktik d- Peradilan Sesal, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 58.

Lamintang, 2010, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung hlm
588
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dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu 

dilakukan. 5

Disinilah diperlukan penyertaan dipidana, dalam rumusan 

“barangsiapa” adalah orang, dan orang ini hanya satu orang bukan banyak orang 

beberapa orang. Apabila kita hanya berpatokan pada rumusan Pasal 340 tadi, 

pada kasus A membunuh Y sedangkan B mempersiapkan rencana pembunuhan Y 

agar tidak melawan, maka B tentu tidaklah dapat dibebani tanggung jawab pidana dan 

dipidana atas peran keterlibatannya dalam pembunuhan oleh A tadi. Perbuatan B 

tidak memenuhi rumusan tindak pidana pembunuhan berencana. Agar B dapat 

dipidana maka diperlukan ketentuan lain yang membebani tanggung jawab atas 

perbuatan seperti itu. Dengan maksud demikianlah maka dibentuknya ketentuan 

umum penyertaan yang dimuat dalam Bab V Buku I (Pasal 55-62) KUHP. Dengan

Pasal 340 unsur

atau

berdasarkan ketentuan perihal ini maka B dibebani tanggung jawab pidana dan 

karenanya dapat dipidana juga.6

Sebelum orang dapat memastikan tentang siapa yang sebenarnya dapat 

dipandang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana pembunuhan, lebih dulu orang 

harus memastikan tentang tindakan atau perilaku mana yang sebenarnya dapat

5 R. Soesilo, 1993, KUHP Serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal cetakan 
kesepuluh, Politea, Bogor, hlm. 241

6 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 : Percobaan dan Penyertaan 
RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 68-69
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dipandang sebagai penyebab dari timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak 

dikehendaki oleh undang-undang, yakni yang berupa hilangnya nyawa orang lain.

Di dalam praktik dapat terjadi adanya perbedaan pendapat tentang siapa yang 

sebenarnya dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan, khususnya 

jika masing-masing pendapat itu telah dikemukakan orang berdasarkan perbedaan 

jenis ajaran mengenai sebab dan akibat yang mereka anut. Orang yang satu 

mendasarkan pendapatnya pada aecjuivalentieleer , sedangkan yang lain telah 

mendasarkan pendapatnya pada adaecjuate causciliteitsleer.

Aecjuivalentieleer menyatakan setiap syarat yang memungkinkan timbulnya 

suatu akibat dapat dipandang sebagai penyebab-penyebab dari timbulnya suatu 

akibat. Misalnya, apabila seseorang telah menggerakkan atau membujuk orang lain 

melakukan pembunuhan maka harus dipandang sebagai pelaku pembunuhan karena 

dipandang sebagai penyebab dari timbulnya akibat beaipa hilangnya nyawa orang 

lain.9

Adaecjuate causaliteitsleer berpendapat bahwa yang dapat dipandang sebagai 

penyebab dari suatu akibat itu hanyalah tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku 

yang secara wajar atau layak dapat dipandang sebagai tindakan-tindakan atau 

perilaku-perilaku yang dapat menimbulkan suatu akibat. Menurut ajaran ini hanya 

mereka yang tindakannya atau perilakunya secara layak dapat dipandang sebagai

Lamintang & Thco Lamintang, 2010, Delik-Delik Khusus : Kejahatan Terhadap Wmva, 
Iubuh, dan kesehatan. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 29. 

s Lamintang, Op. Cit. hlm. 590.
9 Lamintang & Theo Lamintang, Op. Cit. hlm. 30.
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penyebab dari suatu akibat yang timbul itu sajalah yang dapat dipandang sebagai 

pelaku dari suatu tindak pidana.10

Beberapa tindak pidana lazim melibatkan beberapa orang yang terlibat di dalam 

melakukan tindak pidana tersebut. Beberapa orang yang melakukan satu tindak 

pidana inilah yang lazim disebut sebagai penyertaan atau deelneming. Masalah 

penyertaan ini di dalam ilmu hukum pidana pada dasarnya berkaitan dengan masalah 

penentuan tanggung jawab pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan. Berkaitan 

dengan masalah tanggung jawab pidana tentu saja akan berhubungan pula siapa-siapa 

menjadi pelaku dan siapa yang menjadi pembantu di dalam melakukan tindak pidana. 

Untuk menentukan para pelaku dan pembantu ini diakui bukan merupakan persoalan 

mudah, baik dilihat dari lapangan teoritis maupun dalam praktik penegakan hukum 

pidana.11

Untuk dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan

kemanusiaan, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang 

dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Tambahan pada syarat-syarat ini adalah 

bahwa pelaku yang bersangkutan harus merupakan seseorang yang dapat dimintai 

tanggung jawab. Dengan cara diatas kita dapat merangkum pengertian tindak pidana 

dan pengertian ini dalam dirinya sendiri dapat memadai. Untuk itu, tindak pidana 

sebaiknya dimengerti sebagai perilaku manusia (gedrcig i n gen : yang mencakup dalam 

hal ini berbuat atau tidak berbuat) yang diperbuat dalam situasi dan kondisi yang

10 Ibid. hlm. 31.
Rasyid Ariman & Fahnii Raghib. 2007, Hukum Pidana Indonesia, Unsri, Palembang . hlm.173.



I

6

dirumuskan didalamnya, perilaku mana dilarang oleh undang-undang dan diancam 

12dengan sanksi pidana.

Dalam hukum pidana Indonesia, Pasal 55 KUHP dan 56 KUHP merupakan 

yang mengatur tentang turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang 

lain melakukan suatu tindak pidana. Sehingga seseorang yang turut serta pada waktu 

melakukan tindak pidana dapat pulah dipidana, tidak semata-mata seseorang yang 

melakukan tindak tindak pidana sajalah yang dipidana.

Dari kedua Pasal (Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP) tersebut, dapatlah 

diketahui bahwa menurut KUHP pembagian golongan peserta terhadap tindak pidana 

penyertaan yaitu, mereka yang melakukan (Pembuat Pelaksana : Pleger), mereka

aturan

yang menyuruh melakukan (Pembuat Penyuruh: Doen Pleger), mereka yang turut

serta melakukan ( Pembuat Peserta: Medepleger), orang yang sengaja menganjurkan (

Pembuat Penganjur : Uitlokker), dan Pembantuan (Medeplichtigeicl)

Perbedaan pendapat dikalangan para pakar hukum pidana sendiri mengenai 

penyertaan mengambarkan bahwa penyertaan menjadi hal yang rumit dan butuh 

pemahaman yang mendalam mengenai kedua hal tersebut.

Sebagai contoh yang terjadi ialah perkara menganjurkan orang lain melakukan 

tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Mantan Ketua KPK 

Antasari Azhar yang sudah sampai pada tingkat kasasi, Kasus Putusan Nomor : 1429

K/ Pid / 2010 Jo. Nomor 71/PLD/2010/PT.DKl Jo. Nomor

Jan Remmelink, 2003, Hukum Pidana, Gramedia Pusataka Utama, Jakarta, hlm. 86.
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1532/PID.B/2009/PN. JKT.SEL, dimana terdakwa dijatuhi hukuman 18 tahun penjara.

13

Juga perkara yang terdapat pada Pengadilan Negeri Kupang yang sudah sampai 

pada tingkat kasasi, Kasus Putusan Nomor 289 K / Pid / 2012 Jo. Nomor : 

116/PID/2011 /PTK Jo Nomor : 193/Pid.B/2011/PN.KPG, dimana terdakwa atas

Dance Arianto Lobo. Dalam perkara ini terdakwa dijatuhi hukuman dengan 

pidana penjara 20 tahun.14

Berdasarkan latar belakang diatas, maka Peneliti memilih judul “Tanggung 

Pelaku Tindak Pidana Menganjurkan Orang Lain Melakukan

nama

jawab Pidana

Pembunuhan Berencana”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian di atas, dapat ditarik suatu permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku1.

tindak pidana menganjurkan orang lain melakukan pembunuhan berencana

dalam Nomor : 1429 K/ Pid / 2010 Jo. Nomor : 71/PID/2010/PT.DKI Jo.

Nomor : 1532/PID.B/2009/PN.JKT.SEL dan Putusan Nomor 289 K/Pid / 2012

Jo. Nomor: 116/PID/2011/PTK Jo Nomor: 193/Pid.B/2011/PN.KPG 0

2. Bagaimana tanggung jawab pidana pelaku tindak pidana menganjurkan orang 

lain melakukan pembunuhan berencana ?

Mll2i//putusan.inahkamahagung.go.id/putusan/dQ\\rnloadpdf/bbbac495S7db698159593dd6 
34075625/pdf diakses pada 25 Januari 2013

http://putusan.mahkamahagung.go.id/Dutusan/downloadpdl722bb3517144c63ea545r44a6
cc7c6243/pdf diakses pada 28 Agustus 2013
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C. Tujuan

Berdasarkan dari uraian , pada latar belakang dan permasalahan seperti yang 

dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap 

pelaku tindak pidana menganjurkan orang lain melakukan pembunuhan 

berencana -dalam Putusan Nomor 1429 K/ Pid / 2010 Jo. Nomor 

7l/PID/2010/PT.DKI Jo. Nomor : 1532/PID.B/2009/PN.JKT.SEL dan Putusan 

Nomor 289 K/Pid / 2012 Jo. Nomor : 116/P1D/2011/PTK Jo Nomor :

193/Pid.B/20117PN.KPG

2. Untuk mengetahui tanggung jawab pidana pelaku tindak pidana

menganjurkan orang lain melakukan pembunuhan berencana.

D. Manfaat

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang Tanggung jawab Pidana 

Pelaku Tindak Pidana Menganjurkan Orang Lain Melakukan Pembunuhan 

Berencana serta diharapkan agar penelitian tersebut dapat bermanfaat di 

kemudian hari.
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2. Secara Praktis, diharapkan agar penelitian tersebut dan menjadi suatu 

bahan pemikiran yang dapat digunakan Mahasiswa Fakultas Hukum pada

Kekhususan Studi Hukum dan Sistemumumnya, dan Mahasiswa 

Peradilan Pidana pada khususnya untuk dijadikan sebagai salah satu bahan

referensi dan sebagai bahan bacaan bagi rekan-rekan Mahasiswa.

E. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya jangkauan hukum pidana dan keterbatasan pengetahuan dan

pembahasan skripsi ini tidak menyimpang daripengalaman penulis, agar

permasalahan, maka penulis memberikan batasan aiang lingkup pembatasan yaitu

terbatas hanya Tanggung jawab Pidana Pelaku Tindak Pidana Menganjurkan Orang

Lain Melakukan Pembunuhan Berencana
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F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

normatif. Penelitian normatif (legal research) adalah penelitian yang dititik 

beratkan pada literatur hukum atau data kepustakaan. Penelitian tersebut 

mencakup penlitian azas-azas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum 

dan sejarah hukum.15 Dalam skripsi ini penelitian kepustakaan juga dilengkapi 

dengan data lapangan yang sifatnya sebagai pelengkap atau pendukung. Namun 

data yang diutamakan adalah tetap dari hasil studi kepustakaan dengan 

pendekatan yuridis normatif. Peneliti melakukan penelitian secara yuridis 

terhadap sistematik hukum pidana mengenai subyek hukum, obyek hukum, 

hubungan hukum peristiwa hukum, hak dan kewajiban khususnya mengenai

aturan tindak pidana pemilu maupun aturan lain yang terkait.

2. Tipe penelitian

Dalam penelitian ini dilihat dari sifatnya adalah merupakan penlitian deskritif 

analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tindak pidana 

menganjurkan orang lain melakukan pembunuhan berencana

3. Jenis dan Sumber data

a. Jenis data jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu data 

sekunder

Soeijono Sockanto, 2003, Penelitian Hukum SonnatiJ\ Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.
14
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b. Sumber data :

1. bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang meliputi peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan penulisan tersebut, antara lain .

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana

- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang meliputi teori-teori, 

pendapat para ahli, putusan hakim tentang tindak pidana menganjurkan 

orang lain melakukan pembunuhan berencana serta hasil-hasil penelitian

2.

dan sebagainya

bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum3.

primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus bahasa Indonesia,

kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain

4. Tekhnik Pengumpulan Bahan Penelitian

Di dalam penelitian hukum normatif, maka pengolahan data pada hakikatnya 

berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum 

tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum 

tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisa dan kontmksi.16

Soeijono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 251
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5. Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan yang dilakukan oleh penulis dengan Teknik Induktif 

dimana memiliki tiga tahap yakni Generalisasi, Analogi dan menentukan sebab dan 

akibat. Generalisasi yaitu penalaran induktif dengan cara menarik kesimpulan secara

umum berdasarkan sejumlah data. Analogi yaitu kesamaan penarikan kesimpulan

dengan asumsi dua hal yang memiliki beberapa aspek kesamaan. Sebab dan Akibat 

yaitu mengemukakan fakta yang menjadi sebab sampai yang menjadi akibat. 17

Amiruddin, /amal Asikin, 2(X)3. Pengantar Metode Penelitian Hukum 
Persada. Jakarta, hlm. 16. PT. Raja (irafmdo
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